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STATISTIK APARATUR SIPIL NEGARA
Data per 1 Juni 2026
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Capaian Kinerja dan Realisasi 
Anggaran Tahun 2026
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Dukungan BKN untuk Layanan Seleksi dalam rangka  
Pemenuhan SDM Program Prioritas Presiden di Tahun 2026
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Data per 1 Juni 2026
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Capaian Penerapan Manajemen Talenta ASN
Ringkasan status instansi dan hasil rekomendasi talenta

Status instansi dalam pembangunan & penerapan Persentase kecil dihitung dari total 643 instansi

1 643 INSTANSI

100%

TOTAL INSTANSI DALAM 
PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN 

MANAJEMEN TALENTA

2 588 INSTANSI

91,4%

KOMITMEN PEMBANGUNAN 
MANAJEMEN TALENTA

3 202 INSTANSI

31,4%

SK PERSETUJUAN PENERAPAN 
MANAJEMEN TALENTA

4 206 INSTANSI

32,0%

EKSPOSE MANAJEMEN TALENTA

5 99 INSTANSI

15,4%

PENGISIAN JABATAN MELALUI 
MANAJEMEN TALENTA

Hasil rekomendasi talenta untuk pengisian jabatan

3.955
TALENTA

TALENTA YANG DIUSULKAN
DALAM PENGISIAN JABATAN

99,4%
talenta direkomendasikan

0,6% tidak direkomendasikan
3.931 TALENTA

DIREKOMENDASIKAN

24 TALENTA
TIDAK DIREKOMENDASIKAN

DATA PER 29 MEI 2026
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Pengelolaan Kinerja Pegawai dengan 
Pengisian Kinerja Harian
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Rencana Pembinaan Manajemen ASN ke 643 Instansi

Perencanaan 
Kebutuhan ASN & 
Standardisasi Jabatan

Implementasi 
Manajemen Talenta

Pengelolaan 
Kinerja ASN

Pengembangan 
Kompetensi ASN

Budaya Kerja dan 
Citra Institusi

Penghargaan dan 
Pengakuan

Disiplin, Pemberhentian 
dan Upaya Administratif

Digitalisasi Manajemen 
ASN

8 ASPEK PEMBINAAN MANAJEMEN ASN

Target Instansi yang 
dilakukan Pembinaan 
sebanyak 322 Instansi 
tahun 2026

Target Instansi yang 
dilakukan Pembinaan 
sebanyak 321 Instansi 
tahun 2027 

Timeline2026 2027
Saat ini telah dilaunching Sistem Monitoring 

Pembinaan Manajemen Asn Terintegrasi 
Tahun 2026 - 2027



Peta Kebutuhan dan Karier Jabatan Fungsional 
Manajemen ASN
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Kinerja Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN 

Jumlah Pertek KPLB

Realisasi kinerja penyelenggaraan layanan manajemen ASN yang merupakan kewenangan pusat dan kantor regional di tahun 2026

Pelayanan perencanaan 
kebutuhan ASN sesuai 
standar

4.471 usulan (90,58%)

Pengisian informasi 
jabatan

73,75%

Progres Penyusunan 
Pertimbangan Teknis 
Nasional Tahun 2027

60% meliputi:
Perhitungan kebutuhan 
ASN berbasis potensi 
wilayah;Breakdown angka 
kebutuhan ASN untuk 
mendukung potensi 
wilayah; dan Perhitungan 
kebutuhan ASN dengan 
memperhatikan 
karakteristik dan fungsi 
wilayah

Capaian Perencanaan Kebutuhan ASN

Jumlah Pertek KPLB
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Data per 31 Mei 2026
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Sumber Data Integrated Mutasi. 
Rekomendasi telah Terbit selama Periode 1 Januari s.d. 1 Juni 2026

Pengawasan Preventif Melalui I-Mut terhadap Pengisian, Pemindahan dan Pemberhentian
JA, JP, JF, Pelaksana, dan Tugas Tambahan (Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah)

Kategori
Dapat 

Dipertimbangkan/
Direkomendasikan

Dapat 
Dipertimbangkan 

/Direkomendasikan 
dengan Catatan

Tidak Dapat 
Dipertimbangkan/ 
Direkomendasikan

Tidak Dapat 
Diproses

Total ASN

Pengangkatan 
dan Promosi 17.279 3.330 430 1.987 23.026

Mutasi dan 
Pengukuhan 26.686 4.891 1.425 3.458 36.460

Pemberhentian 
dan Hukdis *) 4.387 1.46 159 160 4.852

Total 48.352
(75,16%)

8.367
(13,00%)

2.014
(3,13%)

5.605
(8.71%) 64.338
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BKN berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pengembangan karier ASN melalui Integrated Mutasi (I-Mut) yang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK). Pada tahun 2026 terdapat 7.619 ASN Non JPT dan 193 JPT yang telah dilindungi kariernya.

*) Pemberhentian dari ASN dan dari Jabatan Total ASN yang tidak sesuai NSPK dan prinsip 
meritokrasi adalah 7.619 ASN (11,84%) dari total 

pengajuan 64.338 ASN

ALASAN TIDAK DAPAT 
DIPERTIMBANGKAN/DIREKOMENDASIKAN 

Pengangkatan dan Promosi
o Usia melebihi ketentuan
o Pendidikan di bawah persyaratan
o Pengalaman jabatan belum memenuhi (misal belum 

memiliki pengalaman jabatan 3 tahun eselon IV untuk 
diangkat menjadi eselon III)

o Predikat kinerja 2 tahun terakhir di bawah Baik
o Masih dalam masa menjalani hukdis

Mutasi dan Pengukuhan
o Masa kerja dalam jabatan di bawah ketentuan (belum 2 

tahun dan tidak melampirkan SKP Periodik)
o Untuk jabatan terkait pelayanan dasar, proses mutasinya 

membuat jabatan tersebut kosong (tidak ada pemangku 
jabatan tsb) di unit lama

o Mutasi dari (misal) eselon III.a ke III.b tetapi 
BATPK/Baperjakat nya sangat baik

Pemberhentian dan Hukuman Disiplin
o Prosedur dan substansi disiplin tidak terpenuhi:

1. Unsur tim pemeriksa tidak terpenuhi
2. Dugaan pelanggaran tidak terkonfirmasi pada BAP & LHP
3. Dukungan bukti pelanggaran tidak dapat terkonfirmasi
4. Salah pengenaan norma

o Prosedur dan substansi evaluasi kinerja/tidak terpenuhinya 
target kinerja:
1. Nilai kinerja tahunan bernilai baik/sangat baik
2. Tidak dilakukan bimbingan/konseling kinerja secara 

berkala

6.881 Rekomendasi 64.338 ASN



REKOMENDASI HASIL JPT

PERSETUJUAN RENCANA JPT

KATEGORI PERSETUJUAN 
RENCANA

SELEKSI 
TERBUKA
(Jabatan)

UJI 
KOMPETENSI

(Pejabat)

EVALUASI 
KINERJA
(Pejabat)

TOTAL

Disetujui 1.052 1.568 124 2.744
Tidak Disetujui 11 25 0 36
Tidak Dapat Diproses 3 33 0 36
TOTAL 1.066 1.626 124 2.816

KATEGORI REKOMENDASI 
HASIL

SELEKSI 
TERBUKA
(Pejabat)

UJI 
KOMPETENSI

(Pejabat)

EVALUASI 
KINERJA
(Pejabat)

TOTAL

Dapat Dipertimbangkan / 
Dapat Direkomendasikan/ 
Sesuai NSPK/ Dengan Catatan 

3.407 2.515 290 6.212

Tidak Dapat Dipertimbangkan 
/ Tidak Direkomendasikan/ 
Tidak Sesuai NSPK

46 62 11 119

Tidak Dapat Diproses 2 0 0 2
TOTAL 3.455 2.577 301 6.333

Keterangan:
Total Rekomendasi Hasil JPT berdasarkan usulan yang terbit pada Tahun 2026.  
Persetujuan Rencana JPT untuk Rekomendasi hasil JPT tersebut diterbitkan pada Tahun 2026 atau Tahun Sebelumnya
Sumber Data Integrated Mutasi. Persetujuan dan Rekomendasi telah Terbit selama Periode 1 Januari s.d. 1 Juni 2026

Pengawasan Preventif Melalui I-Mut pada Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

 1.163 Persetujuan dan Rekomendasi 9.149 Jabatan dan Pejabat

ALASAN TIDAK DAPAT 
DIPERTIMBANGKAN/DIREKOMENDASIKAN

Evaluasi Kinerja

1. Berstatus Penugasan (contoh: jaksa);
2. Pemberhentian menjadi pejabat pelaksana dari JPT;
3. Tidak sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama.

Seleksi Terbuka

1. Usia lebih dari 56 (lima puluh enam tahun);
2. Tidak mengikuti salah satu tahapan pelaksanaan seleksi.

Uji Kompetensi/Jobfit

1. Mutasi di bawah dua tahun namun memiliki nilai kinerja 
siklus pendek (periodik) dengan predikat “Baik” atau tidak 
menyampaikan evaluasi kinerja siklus pendek;

2. Akan memasuki Batas Usia Pensiun dan sudah terbit SK 
pensiun;

3. Jabatan masih diduduki oleh Pejabat lain;
4. Tidak terdapat dalam Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji 

Kompetensi PPTP;
5. Tidak sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Demosi/Pemberhentian hasil uji kompetensi.

Total pengangkatan dan mutasi JPT yang berpotensi 
melanggar NSPK dan melanggar prinsip meritokrasi 

adalah 193 (2,11%) dari total pengajuan 9.149 
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Tindakan Administrasi Pemblokiran Tahun 2025 dan 2026

14Sumber : Data Olahan Layanan Pemblokiran dan Buka Blokir SIASN berdasarkan tahun usul
*Data Periode  1 Januari 2025 s.d. 5 Juni 2026

Pemblokiran adalah tindakan administratif berupa pembatasan sementara akses terhadap layanan kepegawaian, baik kepada individu ASN (Pemblokiran Data ASN) maupun kepada 
instansi (Pemblokiran Layanan Instansi), sebagai bentuk pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 



Platform ASN Digital
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Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk 
Program Kegiatan Seleksi

Dukungan Digitalisasi Manajemen ASN untuk 
Sistem Merit

Dukungan Optimalisasi dan Peremajaan 
Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi

Jumlah Kunjungan ASN Digital
Total : 1,498,195,964 kunjungan per 1 Juni Tahun 2026

Rata-Rata Harian : 6,718,368 kunjungan per 1 Juni Tahun 
2026

Jumlah Aktivasi MFA sebanyak 6,379,268 ASN (94.30%) 
dari Total ASN per 1 Juni 2026 sebanyak 6,765,071 ASN

ASN Digital (https://asndigital.bkn.go.id/) adalah 
super platform digital manajemen ASN terpadu dari 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang 
mengintegrasikan berbagai sistem manajemen 
kepegawaian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
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CAPAIAN INDEKS KUALITAS DATA ASN 2026
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Jumlah Instansi yang disajikan tanpa Instansi BNPP dan BIN.
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Capaian Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital
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Capaian Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital

20



Fasilitasi Penilaian Kompetensi Dan Potensi ASN Tahun 2026
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Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi Tahun 2026

70
LEMBAGA

49
KATEGORI A

21
KATEGORI B

TERAKREDITASI HINGGA 
2026

17
LEMBAGA

11
SELESAI VISITASI

6
PERSIAPAN

DALAM PROSES AKREDITASI
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DAFTAR PELATIHAN YANG TERSEDIA:

Pelatihan
Fungsional Pranata SDM Aparatur1
Pelatihan
Fungsional Analis SDM Aparatur2
Pelatihan
Fungsional Asesor SDM Aparatur3
Pelatihan
Fungsional Auditor Manajemen ASN4
Pelatihan
Teknis Fungsional Kepegawaian5

Metode:
Daring
Luring
Blended Learning

PNBP
Tarif PNBP sesuai 
dengan PP PNBP 
yang berlaku.

Pelatihan

Pelatihan
Teknisi Manajemen ASN6
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil7
Pelatihan
Struktural Kepemimpinan8
Orientasi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja9

UNDUH DISINI

KALENDER PELATIHAN 2026

PELATIHAN ASN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
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32.085 Peserta
Total Peserta Pelatihan Mandiri

Daftar Nama Pelatihan Mandiri :

Pelatihan Mandiri
 Gamifikasi dan Microlearning

1. AI Generative untuk ASN
2. Kenaikan Pangkat PNS
3. Microlearning Pengadaan Pegawai
4. Gamification Per BKN No 7 Tahun 2021
5. Gamification PP No 94 Tahun 2021
6. Gamification Permenpan 1 Tahun 2023
7. Gamification Permenpan 6 Tahun 2022
8. Gamification UU No 20 Tahun 2023
9. Gamification Perka BKN No 3 Tahun 2023

10. Pengembangan Kompetensi 70 : 20 : 10
11. Microlearning Tata Cara Penegakan 

Hukuman Disiplin
12. Microlearning Pelanggaran Disiplin
13. Microlearning Pemberhentian

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Periode 1 Januari 2026 - 5 Juni 2026



PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN TAHUN 2026

BKN telah mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden melalui penyelenggaraan seleksi berbasis merit yang 
transparan, objektif, dan akuntabel. Capaian ini memperkuat peran BKN sebagai penggerak manajemen talenta nasional 
dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

25

Data per tanggal 5 Juni 2026



REALISASI ANGGARAN BKN TAHUN 2026
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Pagu BKN
Pagu Blokir  

(PNBP* dan SBSN)
Pagu Efektif BKN Saat ini

 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Rp721.648.727.000 Rp11.906.235.000 Rp709.742.492.000

Sumber: Aplikasi My Intress Kemenkeu tanggal 8  Juni 2026 

Realisas
i

   50,83 %
Sisa

49,17%

TOTAL REALISASI                                                  : Rp360.766.807.249

Pagu Realisasi %

Belanja Pegawai Rp453.446.067.000 Rp229.012.519.872 50,50%

Belanja Barang Rp220.569.292.000 Rp127.703.069.204 57,96%

Belanja Modal Rp35.727.133.000 Rp4.051.218.173 11,34%

Rincian Per Jenis Belanja

Pagu Realisasi %

Program Dukungan 
Manajemen (WA)

Rp594.334.426.000 Rp274.884.261.253 46,25%

Program  Kebijakan, 
Pembinaan Profesi, dan 

Tata Kelola ASN (CO)
Rp115.408.066.000 Rp85.882.545.996 74,42%

Rincian Per Program

Proyeksi s/d Juni 2026

52,00 %

*) Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 
perihal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025



Penghargaan yang diterima Badan Kepegawaian Negara 
pada Tahun 2026
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Rencana Kerja Tahun 2027



RANCANGAN AWAL RKP 2027 DAN 8 KLASTER PROGRAM KERJA PRIORITAS PRESIDEN

29SUMBER: DATA BAPPENAS BAHAN TRILATERAL MEETING MEI 2026

PKPN
Fokus
Pembangunan 
dan Penekanan 
RKP 2027

RPJMN 
2025-2029

Ilustrasi keterkaitan antara PKPN-FP-PN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan 
Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, 
dan Industri"



Program Kerja Prioritas Nasional BKN Tahun 2027 sesuai RPJMN 2025-2029 
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SUMBER: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029



RENCANA KERJA BKN TAHUN 2027 
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Program Kerja Kedeputian Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN 
dalam Mendukung PKPN Tahun 2027 



Rencana Kerja Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Tahun 2027 
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PROGRAM KERJA LAYANAN KEPEGAWAIAN DALAM MENDUKUNG 
PKPN TAHUN 2027 



Rencana Pengembangan Layanan Kepegawaian Tahun 2027
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Program Kerja Kedeputian Sistem Digitalisasi Manajemen ASN dalam 
Mendukung PKPN Tahun 2027 



Rencana Kerja Kedeputian Sistem Digitalisasi  Manajemen ASN Tahun 2027
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Peran Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dalam mendukung 
PKPN Tahun 2027
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Rencana Kerja Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dalam 
mendukung PKPN Tahun 2027



Rencana Kerja Pengawasan Dan Pengendalian 
Manajemen Asn Tahun 2027
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Rencana Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
Tahun 2027
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Rencana Kerja Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Tahun 2027
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Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian 2027- 2029 (Lulus)

LATAR BELAKANG

Selaras dengan Asta Cita 

Presiden Nomor 4 dan Nomor 7.

BKN menyelenggarakan Pendidikan 
Ilmu Kepegawaian (PIK) jenjang S1 
sejak 2007 untuk PNS dari seluruh 
instansi pusat dan daerah.

Sejak 2024, PIK BKN juga 
dikembangkan pada jenjang S2 bagi 
PNS internal BKN melalui kerja sama 
dengan 3 PT Akreditasi Prodi A  
(UNJ,UNS dan Tellkom).

Pada tahun 2027 terdapat
68 orang peserta didik (S1 dan S2) 
yang masih dalam proses pendidikan 
dan memerlukan pembiayaan. Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian jenjang $1 dan $2

untuk ASN yang masih dalam proses pendidikan pada periode 2027-2029.

Kegiatan

Penyelenggaraan 
Pendidikan Ilmu 
Kepegawaian

Output
Meningkatnya kualifikasi 
pendidikan PNS jenjang 
S1 dan S2 sebanyak

Biaya

Rp 1.743.253.000
2027-2029 (Lulus)

68 orang.

LATAR BELAKANG

Selaras dengan Asta Cita 

Presiden Nomor 4 dan Nomor 7.

BKN menyelenggarakan Pendidikan 
Ilmu Kepegawaian (PIK) jenjang S1 
sejak 2007 untuk PNS dari seluruh 
instansi pusat dan daerah.

Sejak 2024, PIK BKN juga 
dikembangkan pada jenjang S2 bagi 
PNS internal BKN melalui kerja sama 
dengan 3 PT Akreditasi Prodi A  
(UNJ,UNS dan Tellkom).

Pada tahun 2027 terdapat
68 orang peserta didik (S1 dan S2) 
yang masih dalam proses 
pendidikan dan memerlukan 
pembiayaan.

Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian jenjang $1 dan $2
untuk ASN yang masih dalam proses pendidikan pada periode 
2027-2029.

Kegiatan

Penyelenggaraan 
Pendidikan Ilmu 
Kepegawaian

Output
Meningkatnya kualifikasi 
pendidikan PNS jenjang S1 
dan S2 sebanyak

Biaya

Rp 1.743.253.000
2027-2029 (Lulus)

68 orang.
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Rencana Pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) 
BKN yang Dibiayai SBSN TA 2027

Rp 81.484.433.000 *
Dengan total alokasi pagu sebesar

Alokasi di UPT BKN AMBON
Sebesar Rp 43.371.085.000

Alokasi di UPT BKN ACEH
Sebesar Rp 38.113.348.000

“Pembangunan UPT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal kepada publik melalui 
penyelenggaraan seleksi CASN dan non-CASN serta pelayanan asesmen pegawai di bidang manajemen ASN”

*) Melalui Surat Kepala BKN No. 3115/B-PR.05.01/SD/A/2026, BKN mengusulkan perubahan alokasi anggaran pembangunan UPT BKN Aceh 
dan UPT BKN Ambon dari semula Rp82.975.178.000,00 menjadi Rp 81.484.433.000,00.44
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PAGU INDIKATIF BKN TAHUN 2027
DAN
USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN BKN TAHUN 2027



Dalam Ribuan

PAGU INDIKATIF BKN TAHUN 2027

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05.2026 dan 
Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 tanggal 7 Mei 2026.

*)Terdiri atas:
    1. Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) 410.980.130
    2. Belanja Operasional Barang (Komponen 002) 111.548.537
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PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN BKN 2026-2027
Dalam Ribuan Rupiah

47

*

*)perbandingan antara pagu Indikatif 2027 dengan pagu 
2026 setelah s-181



KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN BKN TAHUN 2027

48
Telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian 
PPN/Kepala Bappenas melalui trilateral meeting tanggal 22 Mei 2026.



USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BKN TA 2027
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